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Posko pengaduan THR
Kemenaker terima
seribuan adu an dari

pekerja.

JAKARTJ\ Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) menilai, pemberian
tunjangan hari rava (THR) dan gaji
hﬂabm para aparatur sipil negara

bisa menyimpang bila aloka-

tidak ada di dalam ketentuan
APBD yang telah ditetapkan. Menu-
n:ta.nma V1 BPK Harry Azhar Azis,
'I'H,xdmsaglkn-lahnn

disertai p APBD .

“Bisa disebut m{penym—
pangan) bila tidak diikuti oleh per-
kata dia

yang mengmda.lhm anggaran dari
pemerintah pusat, tetap memiliki ke-
mampuan untuk memberikan THR

dan gaji ke-13. Kalaupun tidak mam-
pu, harus ditalangi terlebih dabuly.

“Ditalangi dulu, nanti harus dialo-
kasikan oleh Menteri Keuangan di
APBN," kata dia.

Dia menjelaskan, pemda harus

Panjaitan
sebetulnya tidak ada persol!nn
terhadap ketentuan THR dan gaji ke-
mbaamASwambmmda-

rl.matm

'l'mlmpun
“Ttu (THR
DAU(dunanluLau unmi), jadi nanti.
tinggal direvisi dan mmti“?nu he
DPRD-nya,” kata dia.
Sihar menjelaskan, bila APBD di
suatu daerah itu belum memasukkan

ganblslkcm dari

f Illmnn THR maupun gaji ke-13

merevisi APBD ter-
mmdmmmmm
kan untuk merevisi APBD. Pertama,

merevisi program kemudian
ke DPRD. Kedua, melapo rm:
kemudian merevisi

program.,

“Jadi, perubahan itu ada dua.
Dilakukan (direvisi) dulu, lalu lapor
he DPRD, tapi ini sudah d!sunti ke

istilahnya sudah ada kulo
nmr.mn—ny‘a Atau kedua, lapor dulu
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